
 
 

 
 
 

 
 

WALIKOTA DUMAI 
PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN WALIKOTA DUMAI 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA DUMAI, 
 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3839); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 



  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Indormasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 



  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 21); 
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah; 
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang 

Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah 
Daerah; 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai 

(Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota 

Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai 

Tahun 2018 Nomor 1 Seri D); 
  30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri A); 

  31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 

Nomor 1 Seri A); 
  32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D); 

  33. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 6 
Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 
Nomor 4 Seri A). 

 
 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 
1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah       Rp.    279.654.914.441,64 
b. Dana Perimbangan         Rp.    810.190.491.050,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah    Rp.    135.451.000.606,23 
Jumlah Pendapatan        Rp. 1.225.296.406.097,87 
 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung: 

1) Belanja Pegawai         Rp.    465.147.119.027,00 
2) Belanja Bunga         Rp.                            0,00 

3) Belanja Subsidi         Rp.                            0,00 
4) Belanja Hibah          Rp      11.098.600.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial      Rp.                            0,00 
6) Belanja Bagi Hasil        Rp.                            0,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan    Rp.       2.245.267.080,00 

8) Belanja Tidak Terduga      Rp.                            0,00 
                 Rp.   478.490.986.107,00 
 

b. Belanja Langsung: 

1) Belanja Pegawai         Rp.     81.765.530.048,00 
2) Belanja barang dan Jasa     Rp.    377.918.301.553,74 

3) Belanja Modal          Rp.    174.224.234.182,00 
                 Rp     633.908.065.783,74 

 

Jumlah Belanja           Rp. 1.112.399.051.890,74 
 

Surplus/Defisit           Rp.    112.897.354.207,13 
 

3. Pembiayaan:  
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya    Rp.    23.470.008.005,09 
b. Penerimaan Kembali 

Pemberi Pinjamam         Rp.                            0,00 

c. Penerimaan Piutang Daerah     Rp.                            0,00 
 

Jumlah Pembiayaan Neto        Rp.     23.470.008.005,09 
 

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 
Tahun Berkenaan          Rp.    136.367.362.212,22 

             

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 



Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Dumai.  

 
Ditetapkan di Dumai 
pada tanggal 23 Agustus 2019 

 
WALIKOTA DUMAI, 

 
 

dto 
 

ZULKIFLI AS 

 
diundangkan di Dumai 

pada tanggal 23 Agustus 2019 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,  
 
        dto 

                          
 

                    HAMDAN KAMAL 
 

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI A 
 


